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Abstrak
Tulisan ini membahas fenomena keberagamaan, khususnya kebebasan beragama di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan dengan pendekatan sosiologi (sosiologi agama), khususnya dari perspektif teori posmodernisme. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara ideal normatif telah ada pengakuan kebebasan beragama di Indonesia. Namun, tidak demikian halnya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terjadi karena adanya klaim kebenaran kelompok keagamaan tertentu terhadap kelompok keagamaan minoritas. Klaim kebenaran kelompok keagamaan tertentu ditolak oleh posmodernisme karena tidak sesuai dengan tiga prinsip dasar dalam pemikiran postmodernisme, yakni dekonstruksionisme, relativisme, dan pluralisme. Klaim kebenaran agama hendaknya dihindari karena mengandung watak totaliter dan dominatif yang dapat mematikan atmosfir relijiusitas setiap orang dan atau kelompok. Agar kebebasan beragama dalam aktualita terwujud sesuai asa dan konflik antar umat beragama yang mengancam keutuhan bangsa dapat dihindari. maka perlu dikembangkan dialog untuk mengembalikan esensi kehidupan beragama pada tindakan, bukan memutlakkan dogma agama. Di samping itu diperlukan teologi baru yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan akhirat, tetapi yang secara kontekstual dapat memecahkan persoalan kemanusiaan. 
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Abstract

This paper discusses the phenomenon of diversity, especially religious freedom in Indonesia. The method used is the literature method with the approach of sociology (religious sociology), especially from the perspective of postmodernism theory. The results of the study indicate that ideally normative recognition of religious freedom in Indonesia has existed. However, this is not the case in the practice of daily life. This happens because there are claims of the truth of certain religious groups against minority religious groups. Claims of the truth of certain religious groups are rejected by postmodernism because they do not fit into the three basic principles in postmodernism, namely deconstructionism, relativism and pluralism. Claims of religious truth should be avoided because they contain a totalitarian and dominative character that can kill the religious atmosphere of each person or group. So that religious freedom in reality can be realized according to hope and conflicts between religious communities that threaten the integrity of the nation can be avoided. then dialogue needs to be developed to return the essence of religious life to action, not to absolute religious dogma. In addition, new theology is needed that is not only oriented to the afterlife, but which can contextually solve the problem of humanity.
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PENDAHULUAN

Dalam wacana politik Indonesia, Indonesia adalah sebuah nation state (negara bangsa) modern yang mengusung kebebasan beragama bagi warganya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Aturan secara ideal-normatif ini selanjutnya dipertegas dalam pasal amandemen tentang HAM yakni dalam pasal 28E ayat (1) yang menyatakan hal serupa, dan ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Menyimak ketentuan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kebebasan beragama dijamin oleh Negara.

Berbicara tentang ide kebebasan sering dianalogikan dengan demokrasi, karena adanya pengakuan hak dasar pada setiap personal. Di Indonesia pengakuan atas hak-hak dasar bagi warganya merupakan komitmen nasional dalam pembentukan negara bangsa. Hal ini pada dasarnya merupakan upaya pembongkaran (dekonstruksi), pembalikan, dan pembaruan situasi kolonial yang sarat dengan penjajahan dan penindasan ke arah situasi paska kolonial – yang membebaskan, demokratis, toleransi (inti dari demokrasi) terhadap perbedaan, termasuk dalam hal agama (Gandhi, 2001). 

Ide kebebasan  (baca: kebebasan beragama) tersebut di atas diharapkan  bukanlah slogan semata, melainkan benar-benar diaktualisasikan dalam praksis kehidupan sehari-hari pada bangsa yang majemuk ini. Persoalannya adalah kebebasan beragama yang seperti apa? Apakah kebebasan beragama di sini berarti bebas memilih agama resmi yang diakui pemerintah? Apakah bebas memilih agama resmi atau kepercayaan lain selain yang diakui pemerintah, ataukah kebebasan mengandung makna bebas dalam menginterpretasikan ajaran sehingga memungkinkan tumbuh berkembangnya sekte-sekte atau aliran kepercayaan baru? Pertanyaan ini relevan diketengahkan mengingat dalam percaturan sosial dijumpai beragam pemaknaan mengenai kebebasan beragama. Ada berpijak pada makna pertama. Bagi kelompok ini, di luar agama resmi dianggap tidak baik dan menyimpang, sehingga harus diberangus. Salah satu contoh kasus adalah kelompok Warsidi. Sementara yang lain ada pula berpegangan pada makna kedua. Bagi mereka beragama merupakan hak dasar setiap manusia, sehingga bebas memilih serta memaknainya sesuai kepercayaan dan keyakinannya. Oleh karena itu besar harapannya agar diberi ruang atas keberagamaan mereka. Kini telah berkembang berbagai aliran kepercayaan di bumi nusantara.  Hal ini ditandai dengan hadirnya kelompok spiritual Sai Baba, Hari Krisna, Sapta Dharma dan lain-lain, kendatipun dalam kenyataan keberadaannya diwarnai polemik pro dan kontra.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, topik tentang kebebasan beragama di Indonesia menarik dikaji dan didiskusikan lebih lanjut. Dalam makalah ini pembahasan difokuskan pada masalah fenomena keberagamaan di Indonesia serta dinamikanya antara harapan dan kenyataan.

PEMBAHASAN

Agama, Religi dan Fungsinya

Istilah agama sering mengacu pada kepercayaan yang secara formal diakui oleh pemerintah, yakni Islam, Kristen (Katolik dan Protestan), Budha, dan Hindu. Sedangkan istilah religi bersifat lebih luas dan sering mengacu kepada sifat kepercayaan terhadap objek religius, termasuk kepercayaan tradisional atau agama asli (Subagya, 1979). Sementara Religion dalam kamus bahasa Inggris berarti agama, religious diartikan segala hal yang berhubungan dengan agama, beragama, beriman, saleh, artinya berhubungan dengan kepercayaan (Echols dan Hassan Shadily, 1992: 476).

Mengacu pada Daniel L. Palls, istilah religi (religion), agama dipahami mengandung makna percaya pada tuhan, kekuatan supranatural atau kehidupan akhirat. Hanya saja istilah agama biasanya dipakai dalam rangka menyebut agama-agama besar dunia seperti Hindu, Budha, atau Islam (2001: 15). Dengan begitu istilah religi lebih bersifat umum, dan menurut Baal dikonotasikan dengan istilah-istilah lain seperti: Tuhan, dewa, malaikat, wahyu, roh, puasa, monoteisme, mistik, totemisme, tabu, sakral, dan kudus. Kata-kata ini berhubungan dengan hal-hal, nilai-nilai, kekuatan di luar kemampuan manusia atau hal-hal yang tidak dapat ditentukan, diamati secara empiris. Lebih lanjut Baal mengungkapkan bahwa religi dapat dibicarakan dengan dua cara, yakni sebagai religi pada umumnya yang merupakan gejala manusiawi dan sebagai kompleks gagasan yang muncul dalam kelompok tertentu. Oleh karena itu religi, seperti halnya kebudayaan selamanya akan terikat pada kelompok (Baal, 1987: 34). 

Dari terminologi di atas dapat dikatakan bahwa beberapa kategori yang ada pada agama atau religi, yakni: (1) kepercayaan pada yang supranatural, (2) ada objek yang sakral dan profane, (3) ada ritual pada objek-objek yang sakral, (4) ada kode moral beserta sangsinya, (5) perasaan-perasaan religius, (6) berdoa, (7) ada pandangan dunia yang merupakan gambaran umum dunia sebagai keseluruhan dan tempat manusia di dalamnya, (8) organisasi atau institusi keumatan. Atau mengutif Koentjaraningrat, unsur-unsur dasar dari religi tersebut meliputi: a) emosi keagamaan atau getaran jiwa yang menyebabkan manusia menjalankan kelakuan keagamaan; b) sistem kepercayaan atau bayangan-bayangan manusia tentang bentuk dunia, alam, alam gaib, hidup, maut, dan sebagainya; c) sistem upacara keagamaan yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia gaib berdasarkan atas sistem kepercayaan tersebut dalam sub b; d) kelompok keagamaan atau kesatuan-kesatuan sosial yang mengonsepsikan dan mengatifkan religi beserta sistem upacara-upacara keagamaannya (1990: 238-239; Agus, 2006).

Agama menyerukan umatnya agar hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan, sehingga memengaruhi kehidupan pribadi dan sosial. Agama tidak hanya berkaitan dengan doktrin ajarannya, melainkan juga menyangkut kemampuan untuk membentuk individu dan masyarakat (Kelsay, 1997: v). Dengan demikian, baik agama maupun religi secara umum akan berproses membentuk perilaku dan corak manusia penganutnya. Sejalan dengan ini, Geertz mengungkapkan bahwa agama atau religi menjadi menarik secara sosiologis karena agama tidak hanya menggambarkan suatu tatanan sosial tertentu, tetapi juga akan membentuk tatanan sosial tertentu seperti: lingkungan, kekuasaan politis, kesejahteraan, kewajiban hukum, afeksi personal, dan rasa keindahan (Geertz, 1992: 41).

Sebagai bagian dari masyarakat, agama dan religi mempunyai andil yang signifikan dalam memberi dan membentuk karakter masyarakat, baik yang empiris serta non-empiris. Agama merupakan suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayai dan didayagunakan untuk mencapai keselamatan diri dan masyarakat penganutnya (Hendropuspito, 1983: 34). Ada hubungan yang signifikan antara agama dan masyarakat. Mengacu kembali kepada Hendropuspito, keterkaitan antara kedua institusi ini bisa dilihat dari fungsi-fungsi: edukatif, penyelamat, pengawasan sosial, pemupukan solidaritas atau rasa persaudaraan, dan fungsi transpormatif (1983, 38-56; Supriyono, 2005: 89-106). Mengingat agama fungsional dalam masyarakat, sehingga agama hidup di masyarakat. Persoalan mendasarnya kemudian adalah mengapa orang beragama atau menganut suatu kepercayaan ? Talcott Parson menjelaskan bahwa ada tiga persoalan mendasar yang dihadapi manusia. Dengan beragama mereka bisa mendapatkan jawaban atas persoalan yang dihadapinya. Adapun persoalan dimaksud, yaitu: 1) Manusia hidup dalam ketidakpastian, karena hal yang sangat penting bagi keamanan dan kesejahteraan manusia berada di luar jangkauannya. Untuk menjangkau hal tersebut maka manusia menggunakan nilai-nilai yang bersifat di luar jangkauannya (transenden), agar menjadi sesuatu yang nyata dalam bentuk suatu harapan atau keyakinan. 2) Manusia hidup dalam keterbatasan. Tidak semua kebutuhan kehidupan manusia bisa terpenuhi, karena tidak semua hal bisa didapatkan manusia sesuai keinginannya. Ada realitas kehidupan yang seringkali manusia tidak bisa memperolehnya. Meskipun manusia memiliki kemampuan mengembangkan potensi diri, dalam bentuk inovasi dan kreasi dengan menciptakan pengetahuan dan teknologi, serta kesanggupan manusia untuk mengendalikan dan mempengaruhi kondisi hidupnya. Bahkan potensi, kesanggupan dan kemampuan tersebut kian meningkat dari waktu ke waktu. 3) Manusia hidup dalam kondisi kelangkaan, di antara kehidupannya yang tidak sendirian namun berkelompok manusia membentuk suatu masyarakat, dan mengalokasikan secara teratur berbagai fungsi, fasilitas dan ganjaran. Upaya ini merupakan cara untuk menjawab situasi yang langka (ketiadan sumber daya). Kemudian menyelenggarakan sistem pembagian kerja dan produk. Ia membutuhkan kondisi imperatif, yakni suatu tingkat super-ordinasi dan sub-ordinasi dalam hubungan manusia (O’Dea, 1996: 7-8)

Fenomena Kebebasan Beragama Di Indonesia: Antara Asa dan Aktualita
Di Indonesia ada lima agama resmi diakui oleh pemerintah, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Hal ini merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) atau pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) (amandemen) serta Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan normatif konstitusional ini menunjuk pada hakikat jatidiri bangsa Indonesia yang taat pada Tuhan. Di samping itu juga menandakan adanya pengakuan terhadap keberagaman keberagamaan di Indonesia. Lebih lanjut, ketentuan ini mengandung makna bahwa bagi siapa pun di muka bumi ini, baik bangsa lain alih-alih anak bangsa sendiri, tidak bisa merampas serta mendaulati kedudukan Tuhan yang maha pengasih, pengampun, dan pembebas umat manusia. Bangsa dan manusia manapun di muka bumi harus menghormati dan menaati kehendak Tuhan serta mengimplementasikan dalam pemenuhan kodrat hidup itu sendiri. Tanpa kehendak dan kuasa Tuhan maka tidak pernah akan terwujud kemerdekaan itu sendiri. Para pejuang kemerdekaan Indonesia pun mengakui hal ini (Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945). Penjajahan terhadap kemanusiaan adalah sikap pemberontakan terhadap Tuhan, karena hal itu bertentangan dengan hakikat Tuhan sebagai Sang Pembebas. Sikap tersebut tidak dapat diterima, sebab merupakan aib bagi bangsa Indonesia yang merdeka.

Namun, dalam kenyataan masih terlalu sering di dengar dan terjadi “penjajahan”, penegasian, dan praktek premanisme serta klaim kebenaran atas yang lain. Berbagai contoh kasus dapat diketengahkan guna mendukung pernyataan ini. Misalnya, kasus Ambon, Ketapang, Sampit dan kerusuhan lainnya. Kasus-kasus kerusuhan ini telah banyak memakan korban, tidak saja fisik dan material berupa hancurnya bangunan gedung, tetapi juga menyisakan luka psikis yang dalam. Tragedi Ambon misalnya, korban tewas antara Januari sampai Desember mencapai 657 warga sipil dan 14 aparat keamanan, laporan lain bahkan menyebut lebih dari ribuan korban meninggal (Kompas , 3 Desmber 1999). Hal ini belum termasuk korban luka, baik ringan maupun berat, yang diperkirakan berjumlah 1.681 orang. Kerusuhan-kerusuhan semacam ini jika dibiarkan, secara umum akan dapat mengancam keutuhan bangsa ini. Contoh lain menyangkut ritual perkawinan harus berdasarkan agama resmi sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Terhadap permasalahan ini kelompok penganut Konghucu pernah menggugat bahwa mereka keberatan mengikuti ritual agama sesuai dengan KTP nya. Berbagai upaya dilakukan dengan harapan Konghucu dapat disejajarkan dengan lima agama yang telah diakui secara resmi oleh pemerintah. Menurut entitas ini Konghucu memenuhi syarat untuk dianggap sejajar dengan agama-agama yang telah diakui, karena mempunyai Tuhan Yang Maha Esa (Thian), mempunyai kitab (Su Si dan Ngo King), dan mempunyai nabi (Kongcu) (Lasiyo dalam Wiladi Budiharga, 1999: 79). 

Penegasian bahkan pemberangusan terhadap entitas lainnya adalah sisi lain dari paradoksal keberagamaan di Indonesia. Salah satu contoh aktual mengenai hal terakhir ini adalah kasus Madi. Kaum Madi merupakan sebutan untuk sekelompok manusia yang terdiri atas lebih dari empat ratus orang yang sebagian besar warga masyarakat Desa Salena di Sumatra yang menganut ajaran tertentu. Ajaran tertentu ini dipimpin oleh seorang pria bernama Madi. Awalnya Madi adalah seorang guru silat, dukun, salah satu pemegang adat yang disegani, dan seorang muslim di desa tersebut. Kelompok ini memiliki peraturan tersendiri di antaranya melarang sholat, melarang puasa, dan melarang mengucapkan dua kalimat syahadat. Alasannya, karena masyarakat Indonesia saat ini tidak bersih. Mereka juga menggunakan sorban putih dan selendang kuning sebagai simbol pembersihan dan identitas diri. 

Ajaran yang dikembangkan membuat resah beberapa anggota masyarakat desa itu dan juga desa tetangganya. Maka laporan pun datang ke kepolisian. Kaum Madi dinyatakan kaum sesat, dan aparat keamanan dikirim menemui Madi serta anggotanya untuk bernegosiasi. Namun, kaum Madi ternyata malah menyulut konflik yang mengakibatkan kematian tiga aparat kepolisian. Konflik pun berlanjut, beberapa anggota kaum Madi pun ada yang tewas, diantaranya ada pula yang menyerahkan diri, dan hingga kini keberadaan Madi serta sisa-sisa pengikutnya masih diburu oleh aparat kepolisian.

Dari fenomena di atas, ada paradoksal menyangkut pluralitas keberagamaan dan keharmonisan hidup beragama dalam praksis sistem politik pemerintahan Indonesia. Ternyata masih banyak di antara anak bangsa ini yang menganggap dirinya paling benar, dan dengan serta merta mengklaim pihak lain salah atau lebih rendah. Hal ini terjadi karena minimnya pemahaman dan kesadaran tentang heterogenitas sebagai kondisi objektif. Kedangkalan pandangan inilah yang sering menyebabkan orang atau kelompok yang satu merasa lebih unggul dan benar daripada yang lain. Kenyataan ini bermuara pada munculnya perlawanan dengan cara yang sama dari yang lain. 

Kemungkinan aspek lain adalah adanya hubungan yang kuat antara keberadaan agama dengan politik pemerintah. Peta politik kehidupan beragama di Indonesia sangat deterministik – dikotomik, dengan mengklaim agama tertentu saja yang boleh hidup (baca: lima agama resmi). Kelompok penghayat kepercayaan serta kepercayaan asli juga diakui keberadaannya, dan berada di bawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional. Hanya saja perkembangan bidang kepercayaan atau keyakinan ini merupakan hal yang sulit karena adanya larangan terhadap aliran-aliran kepercayaan tertentu. Adapun alasan yang biasa digunakan untuk melarang tumbuhnya kepercayaan semacam ini adalah karena kemunculannya dianggap meresahkan masyarakat. 

Adanya pengakuan terhadap keberadaan bidang kepercayaan atau keyakinan sesungguhnya secara esensial telah ada pemahaman mengenai perbedaan sebagai kondisi objektif bangsa. Kemudian, serta-merta ada orang atau kelompok tertentu menjadi eksklusif, tentu tidak bisa lepas dari adanya politisasi, homogenisasi pandangan, yang mengkultus pada pengkotakan ruang sehingga di luar ruang adalah musuh yang mesti dipinggirkan, dimarginalkan, dan bahkan dienyahkan. Ini semua jelas mempengaruhi bagaimana sikap anak bangsa memahami dan memaknai perbedaan. Dengan demikian dalam praksis keindonesian, sepertinya piranti Bhineka Tunggal Ika telah begitu jauh dari makna sesungguhnya.

Realitas keagamaan memang sangat problematis dalam pluralitas Indonesia. Hal ini akan semakin problematis ketika dihadapkan dengan kondisi postmodernisme yang telah menjadi wacana di muka bumi, termasuk Indonesia. Atas persoalan ini satu lagi pertanyaan kritis layak diajukan, yakni bagaimana menyikapinya? 

Guna memahami masalah pluralisme – problem agama di tengah realitas keindonesiaan cukup relevan kiranya meminjam pemikiran postmodernisme. Paling tidak ada tiga prinsip dasar dalam pemikiran postmodernisme di luar ciri dasar lainnya, yakni dekonstruksionisme, relativisme, dan pluralisme (Abdullah, 1994; Rudiyanto, dkk., 2005; Lyotard, 2004; Rosenau dalam Ritzer, 2003). Dengan tiga prinsip dasar inilah akan dicoba dilihat fenomena keberagamaan dalam wacana politik di Indonesia.

Dari kacamata postmodernisme yang sangat menekankan pluralitas, relativitas dan ahistorisitas, adanya klaim kebenaran (truth claim) agama tentang dirinya, dikatakan bagaikan macan ompong yang kehilangan kekuatan. Ahistorisitas postmodernisme tidak sejalan dengan pemahaman agama wahyu tentang sejarah yang linier progresif sebagai medan pewahyuan Tuhan menuju kepenuhannya. Begitu pula mengenai klaim absolutisitas dan universalitas agama digugat oleh postmodernisme. Klaim agama dianggap mengandung watak totaliter dan dominatif sebab mematikan atmosfir relijiusitas setiap orang dan atau kelompok.

Dalam konteks realitas pluralitas agama, praktik dominasi atau keinginan berkuasa (Nietzsche dalam Sunardi, 2006) seringkali mewarnai relasi-relasi keberagamaan. Dominasi sebuah wacana keagamaan atas wacana keagamaan lainnya menganalogikan adanya struktur hierarkhis penafsiran yang menempatkan wacana keagamaan yang dominant pada posisi “sentral”, sementara wacana keagamaan lainnya pada posisi “peripheri”. Struktur hierarkhis ini tidak hanya mengeksekusi wacana keagamaan tertentu, melainkan juga mengakibatkan wacana-wacana lain akan “terpinggirkan” (marginalized) atau “terpendam” (submerged) (Eriyanto, 2005: 77).

Ada satu kata kunci untuk melihat persoalan tersebut, yakni konsep “The Order”. Dalam perjalanan sejarah umat manusia selalu diwarnai penundukan atau penyingkiran “yang lain” di bawah “yang sama”. “Yang Sama” mengacu pada sebuah entitas yang memuat realitas seragam yang dominan (sesuku, seagama, sebangsa, sepikiran, seidiologi, dsb). “Yang Lain” mengacu pada minoritas. Dimensi dominasi dan represi menandai relasi antara “Yang Sama” dengan “Yang Lain”. Yang punya hak hidup adalah “Yang Sama”, sedangkan “Yang Lain” dengan serba kelainannya mesti dipinggirkan, diberangus, dibasmi dan lain sebagainya. Kalau praksis politik sejenis ini terus dibiarkan, maka mimpi buruk bagi kelangsungan bangsa Indonesia yang majemuk ini. Apakah ada keberanian moral untuk mengakui serta membela “yang lain” dengan segala kelainannya?. 

Diperlukan sikap dan strategi untuk melakukan pembalikan struktur hierarkhis, guna melakukan delegitimasi atas klaim “pusat”, dari wacana yang dominan. Meminjam konsep Derrida, strategi dimaksud disebut dekonstruksi (pembongkaran) (Lajar, 2005: 170-172; Sutrisno, 1995: 88). Dengan mengubah struktur hierarkhis penafsiran, maka dekonstruksi menempatkan wacana-wacana dalam suatu posisi yang sejajar – coexistence. Wacana-wacana keagamaan yang didominasi melakukan resistensi bersama terhadap wacana yang dominan. Dengan mendekonstruksi struktur hierarkhis yang dibangun atas oposisi binary, dominasi – subordinasi, wacana-wacana keagamaan yang disubordinasi, dimarginalkan dapat mengubah, meruntuhkan legitimasi dan justifikasi relasi-relasi kuasa represif yang dibangun berdasarkan wacana keagamaan yang dominan. Dikatakan demikian, karena relasi kuasa tidak dapat bertahan tanpa ada wacana yang menopangnya (Aur, 2005: 150-156; Eriyanto, 2005: 65-76). Mengingat demikian halnya, maka relasi-relasi kuasa represif itu akan dapat ditransformasikan menjadi relasi-relasi kuasa yang positif.

Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa dekonstruksi mengandung makna sebagai sebuah strategi menuju “keterbukaan pada yang lain”. Hal ini tidak hanya menjadi watak yang sangat penting dari dekonstruksi sebagai sebuah strategi, melainkan bisa juga digunakan sebagai pedoman dalam membangun sikap, ethos, yang egaliter dengan menekankan prinsip ko-eksistensi dari beragam jenis entitas, baik agama, sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya, yang sejatinya menjadi unsur pembentuk bangsa dan masyarakat Indonesia.

Metode dekonstruksi yang dipinjam dari postmodernisme memang dapat menghantam agama sebagai sebuah teks, tetapi sekaligus menawarkan berupa wawasan baru dan alternatif jalan keluar dari situasi “totaliter”, “dominatif”, dan “eksploitatif” yang kadangkala menyelimuti agama sebagai institusi. Hal ini akan dapat terwujud jika pertama-tama jika semua memahami betul bahwa terdapat keanekaragaman agama dengan beragam penganutnya. Selain itu semua masyarakat juga perlu memahami bahwa setiap ajaran agama apapun tentu mengajarkan kepada pemeluknya agar bertoleransi dengan orang lain yang berbeda agama. Selanjutnya sebagai persoalan teknis perlu ditumbuhkan budaya dialog. Dialog bukan semata antar kelompok yang bertikai, tetapi juga melibatkan seluruh masyarakat (tidak hanya elit agama saja) serta pemerintah sebagai mediatornya. Dialog di sini tentu saja tanpa harus melepas identitas religiusitas di tengah kemajemukan Indonesia. 

Ketika hal tersebut terjadi, persoalan kebebasan beragama dan keharmonisan hubungan antar umat beragama yang menjadi harapan kita bersama niscaya dapat terwujud. Sekali lagi itu semua tergantung kepada masyarakat – kita semua, apakah menghendaki dunia tempat kita berpijak menjadi neraka atau menjadi dunia yang damai serta penuh persahabatan? Apabila yang terakhir menjadi pilihan niscaya akan dijumpai dunia yang damai, dan dengan sendirinya semua umat manusia akan hidup saling menghargai dan rukun bersama. Inilah sebenarnya yang menjadi inti paling asasi dari semua ajaran agama. Dengan demikian semua hendaknya semakin menyadari bahwa di balik perbedaan eksternal dan institusional antara agama yang satu dengan lainnya dapat ditemukan suatu pengalaman yang sama. Perbedaan adalah realitas, namun di sisi yang lain juga ada ruang untuk berbicara tentang persamaan, sebab kekuatan agama pada dasarnya terletak pada kekuatan bersama untuk bekerjasama memecahkan masalah-masalah kemanusiaan. 

PENUTUP
Berbicara tentang agama dalam wacana politik di Indonesia menunjukkan kemajemukan yang cukup tinggi. Bahkan pluralitas agama ini menampakkan wajahnya secara tajam karena didukung oleh faktor kemajemukan lain yang saling berhubungan, seperti faktor geografis, etnik, latar belakang kultural dan agama. Ini semua merupakan kekayaan – modal dalam pembangunan, namun sekaligus petaka jika tidak dikelola dengan bijaksana, karena menyimpan potensi konflik.

Diperlukan berbagai upaya agar kebebasan beragama dalam aktualita terwujud sesuai asa, begitu pula konflik antar umat beragama yang mengancam keutuhan bangsa dapat dihindari. Perlu dikembangkan dialog yang mengembalikan esensi kehidupan beragama pada tindakan yang tidak memutlakkan dogma agama. Di samping itu diperlukan spiritual baru dibidang agama yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan akhirat, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengatasi ketidakadilan, penindasan, kemiskinan, kebodohan, dan sebagainya. Atau, dibutuhkan teologi baru yang secara kontekstual dapat memecahkan persoalan kemanusiaan. 

Untuk itu diperlukan suatu upaya penyadaran dan pendewasaan manusia agar memahami kemajemukan sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai idiologi bangsa dan Negara, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, nasionalisme, dan demokrasi dapat dikembangkan sebagai landasan paradigmatik gagasan etika pluralitas di Indonesia. 
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